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RINGKASAN 

 

Tindakan kekerasan merupakan tindakan yang menggunakan kekuatan 

dengan sengaja, atau tindakan dan bentuk kekuatan lainya, ancaman atau perbuatan 

yang nyata terhadap seseorang yang dapat mengakibatkan cidera, kematian,  

kerugian psikologis, serta dapat menghambat  tumbuh kembang anak.  Adapun 

Peraturan Daerah Kota Malang No.12 tahun 2015 tentang Perlindungan Terhadap 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan  serta Kota Malang juga mendapat 

predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA), namun demikian, keadaan yang ada 

dilapangan tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang. Kota Malang sendiri 

masih sering terjadi kasus tindak kekerasan pada perempuan dan juga pada anak. 

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

program perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan juga untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam implementasi program 

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Malang. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, fokus dari penelitian ini ialah 

program perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan, purposive 

sampling adalah cara peneliti dalam menentukan informan. Hasil dan pembahasan 

menunjukan bahwa implementasi program perlindungan perempuan dan anak 

korban kekerasan menindaklanjuti PERDA Kota Malang  yakni mengadakan 

program perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan khusus anak yang 

dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang 

yakni dengan sudah diselenggarakannya kegiatan berupa sosialisasi pencegahan 

tindak kekerasan serta pendidikan dan pelatihan terhadap  lembaga yang berkaitan 

dengan didukung dengan adanya sumber daya anggaran yang sepenuhnya dari 

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Malang, namun dalam hal ini, 

Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga memiliki kendala dalam memberikan 

sosialisasi maupun pelatihan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 

yakni kurangnya sumber daya lebih khusus pada sumber daya manusia sebagai 

tenaga teknisi yang akan memberikan sosialisasi. 

Kata Kunci: Kebijakan, Perempuan dan Anak, Korban Kekerasan



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1.Latar Belakang 

Kekerasan pada perempuan dan anak merupakan kasus yang sering terjadi di 

tengah-tengah masyarakat khususnya Indonesia, kasus kekerasan yang sering 

terjadi di Indonesia menjadi salah satu masalah yang krusial serta membutuhkan 

upaya pembenahan oleh setiap pihak. Indonesia sendiri merupakan Negara hukum 

sehingga dapat menempatkan hak asasi manusia yang paling utama yang harus 

ditegakkan serta diberi perlindungan khusus oleh negara (Rosyaadah dan Rahayu, 

2021) 

Tindak kekerasan adalah suatu tindakan yang menggunakan kekuatan dengan 

cara sengaja atau tindakan yang bentuk kekuatan lainnya, baik dalam bentuk 

ancaman, atau perbuatan yang  nyata, terhadap seseorang lainya, yang dapat 

mengakibatkan cidera, kematian, kerugian psikologis, serta menghambat 

perkembangan atau pertumbuhan pada anak. Hal ini disebabkan oleh begitu banyak 

permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan dan juga pada anak antara lain 

yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan psikis, diskriminasi dalam berbagai 

macam bentuk aspek kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan terhadap berbagai 

bidang kehidupan sehari-hari, sehingga perempuan dapat digolongkan dengan 

kelompok anak-anak, kelompok minoritas, serta kelompok rentan kekerasan lainya, 

(Gultom, 2018: 15). 



 
 

Kekerasan terhadap perempuan sampai hari ini masih saja terus berlanjut, 

terutama kekerasan yang sering ada dalam rumah tangga, kebiasaan ini sudah 

menjadi tradisi para laki-laki dan sering menganggap perempuan sebagai makhluk 

lemah serta istri yang harus patuh dan taat atas kemauan suami menjadi salah satu 

senjata yang ampuh untuk terjadinya tindakan kekerasan. Ada banyak paham yang 

menjadi faktor kekerasan terus berlanjut, perempuan rentan dengan kekerasan yang 

seringkali diakibatkan oleh ketergantungan ekonomi sehingga membuat mereka 

tidak bisa melawan atas kekerasan yang menimpa diri mereka karena masih banyak 

perempuan dalam rumah tangga diluar sana masih bergantung pada suami sebagai 

pencari nafkah (Gultom, 2018:23). 

 Kekerasan terhadap perempuan saat ini bukan lagi masalah pribadi atau 

individu dari setiap perempuan itu sendiri tetapi kasus kekerasan terhadap 

perempuan saat ini sudah masuk ke ranah publik. Hal ini dikarenakan kekerasan 

perempuan merupakan salah satu kasus yang berhubungan erat dengan hak asasi 

manusia yang dimana perempuan itu sendiri memiliki hak sejak dari lahir, dalam 

hak asasi ini dapat meliputi hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak 

budaya dan juga hak berkembang serta hak untuk hidup, (Gultom, 2018: 24-25). 

Kekerasan terhadap anak sering terjadi sehingga dapat merusak serta 

membahayakan dan menakutkan anak sehingga psikis seorang anak terganggu 

karena adanya faktor trauma (ketakutan terbesar) yang sering mengganggu tumbuh 

kembang anak itu sendiri. Kasus kekerasan terhadap anak merupakan tindakan 

kekerasan secara fisik, seksual, atau pengabaian serta penelantaran terhadap anak. 

Pelaku tindakan penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap anak merupakan 



 
 

tindakan wali atau kelalaian orang tua serta tindakan pengasuh lainya sehingga 

dapat membahayakan serta potensi lainnya, memberikan ancaman yang 

mengganggu pertumbuhan anak. Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak 

seringkali terjadi di dalam rumah, lingkungan sekolah, di lingkungan tempat anak 

berinteraksi. Kekerasan itu sering terjadi pada anak rawan (anak yang memiliki 

resiko besar dalam hal perkembangannya) baik itu secara psikologis (mental), sosial 

dan juga fisik. Anak dalam kondisi seperti ini dipengaruhi juga oleh faktor internal 

dan juga oleh faktor eksternal yang diantaranya adalah anak yang berasal dari 

keluarga miskin, anak didaerah terpencil, anak yang cacat serta anak yang berasal 

dari keluarga yang berpisah (broken home). Bentuk-bentuk kekerasan yang sangat 

sering dialami oleh seorang anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik 

secara fisik, psikis maupun seksual, (Gultom, 2018: 1-2).  

Adapun kekerasan terhadap perempuan dirumuskan pada Deklarasi Human  

Right PBB pasal 1 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan 1993. 

Dalam pasal 2 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga 

mencakup kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis, penganiayaan, 

perlakuan seksual terhadap anak-anak perempuan, pemerkosaan dalam 

perkawinan, dan praktek-praktek kekerasan lainnya yang mengganggu kesehatan, 

atau penderitaan  perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, intimidasi di 

dalam dunia kerja, perdagangan wanita, pemaksaan menjadi pelacur, dan kekerasan 

lainnya yang dilakukan oleh penguasa. Umumnya kekerasan yang terjadi pada 

perempuan sering kali terjadi akibat instabilitas di rumah  dan di masyarakat luas. 

Hal ini dapat dilihat dari: pertama kemiskinan, kemiskinan merupakan salah satu 



 
 

kondisi dimana akan mengakibatkan tindakan kekerasan, kondisi ini merupakan 

salah satu kondisi dimana perempuan dijadikan korban peluapan frustasi serta 

agresif karena perempuan dianggap sasaran yang lemah. Kedua masyarakat yang 

penuh instabilitas sehingga budaya kekerasan itu akan sangat cepat berkembang. 

Ketiga di dalam masyarakat yang sedang bergolak konflik maka kekerasan 

merupakan salah satu senjata yang lazim digunakan sebagai senjata utama (Gultom 

2018:25).  

Ada banyak kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak 

yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri yang dituangkan dalam bentuk 

Undang-Undang maupun dalam bentuk peraturan daerah. Dalam hal kebijakan 

perlindungan perempuan dan anak sepenuhnya dibuat oleh pemerintah agar dapat 

memastikan adanya peningkatan atau perubahan terhadap perlindungan hak-hak 

perempuan dan anak kearah yang lebih baik dan dapat terpenuhi sesuai dengan yang 

semestinya. Dengan adanya berbagai kebijakan yang mengatur tentang 

perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta perlindungan terhadap anak 

dengan harapan agar dapat meminimalisir terjadi nya peningkatan tindakan 

kekerasan yang terjadi pada perempuan dan juga terhadap anak, akan tetapi 

kenyataan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan harapan pemerintah (Gultom 

2018: 75). 

Kebijakan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dan 

perempuan tidak terlepas dari adanya  tindakan-tindakan yang sering terjadi pada 

perempuan dan anak. Adapun tindakan-tindakan tersebut diantaranya adalah; 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking, penelantaran bayi, pelecehan 



 
 

seksual dan tindakan-tindakan pidana lainya yang dapat merusak mental dan moral 

serta kesehatan dari pada perempuan dan anak itu sendiri (Gultom, 2018:11-12).  

Oleh karena itu, kebijakan publik dapat mengandung tiga unsur diantaranya 

adalah tujuan, sasaran, serta cara dalam mencapai tujuan agar tepat pada sasaran. 

Dari ketiga bentuk faktor tersebut  disatukan dalam bentuk implementasi dari 

kebijakan tersebut. Implementasi sendiri merupakan tahap yang sangat penting 

dalam berbagai bentuk rangkaian kebijakan, implementasi juga tidak dapat 

dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan sebagai bentuk satu kesatuan sistem 

(Gultom, 2018). Dalam hal ini ada pun Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 

2015 yang mengatur tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban 

Kekerasan dan juga predikat yang diraih oleh Kota Malang sendiri sebagai Kota 

Layak Anak (KLA). Namun demikian peraturan daerahnya tidak sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi dilapangan saat ini (MalangTimes.com 2021) . 

Kota Malang sendiri merupakan salah satu kota yang tidak terlepas dari kasus 

kekerasan dimana kasus kekerasan yang terjadi pada  perempuan dan juga  anak 

sangat marak terjadi bahkan terjadi peningkatan kasus dari tahun ketahun. Jumlah 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 5 tahun belakangan mulai dari 

tahun 2016-2021 masih saja terus berlangsung yaitu pada tahun 2016 terdapat 36 

kasus kekerasan terjadi pada perempuan dan anak, di tahun 2017 terjadi 

peningkatan kasus yakni terdapat 71 kasus, pada tahun 2018 terus terjadi 

peningkatan hingga terdapat 74 kasus kekerasan, pada tahun 2019 terjadi penurunan 

jumlah kasus yakni 55 kasus, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi hingga 

mencapai 60 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota malang 



 
 

(MalangTimes.com 2021). Sedangkan pada tahun 2021 terbilang dari bulan januari 

hingga agustus mengalami penurunan jumlah kasus yakni terdapat 15 kasus 

kekerasan yang menimpa perempuan dan anak (TribunJatim.com 2021). Pada 

tanggal 18 november 2021 juga terdapat suatu kasus yakni kasus pencabulan dan 

kekerasan terhadap anak kelas 6 SD dari satu sekolah dasar yang ada di Kota 

Malang, anak yang berumur 13 tahun ini mengalami kekerasan secara seksual 

sekaligus kekerasan secara fisik (MalangTimes.com 2021). 

Dari rumusan masalah yang ada diatas, maka peneliti sendiri memberikan 

batasan masalah dengan mengambil judul “Implementasi Program Perlindungan 

Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan”.  

  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat 

menyusun karya ilmiah, peneliti diharapkan agar membuat rumusan masalah guna 

untuk memandu peneliti itu sendiri saat menggali informasi yang berhubungan 

dengan masalah atau kasus yang akan diteliti. Rumusan masalah ini juga dibuat 

dalam bentuk sebuah pertanyaan yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Program perlindungan perempuan dan anak korban 

kekerasan? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan juga penghambat dalam proses 

implementasi program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan? 

  



 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pada penelitian ini ialah suatu bentuk wujud hasil penelitian yang 

didapatkan peneliti dari hasil penelitianya. Berikut adalah tujuan dari pada 

penelitian ini: 

1. Untuk dapat mengetahui implementasi program perlindungan perempuan dan 

anak korban kekerasan. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

dalam implementasi program perlindungan terhadap perempuan dan anak 

korban kekerasan yang ada di kota Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian juga diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat antara lain 

yakni manfaat secara akademis dan juga manfaat secara praktis, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Dapat menambah wawasan bagi penulis yakni dalam hal implementasi program 

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, adapun  manfaat lainnya 

yakni dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dan atau referensi bagi 

penelitian berikutnya serta dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan 

khususnya implementasi program perlindungan perempuan dan anak korban 

kekerasan. 

  



 
 

2. Manfaat praktis  

Dapat memberikan kontribusi serta pengaruh bagi proses implementasi 

kebijakan publik di kota malang.
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